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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut P. J. A. Andriani (2007:10) mengatakan bahwa Pajak adalah “iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Sedangkan pajak menurut Rochmat Soemitro (2007:1) adalah “iuran rakyat kepada  kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2. Fungsi Pajak
Menurut Erly Suandy (2011:12) antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Finansial (budgeter)
      Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh  penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Mengatur

      Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:
1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
3. Asas Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:25) yaitu:

a. Equality
    Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang denga kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesame Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak Harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b.  Certainty
    Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment
    Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat di terimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d.  Economic of collection
    Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.
4. Teori Pemungutan Pajak
Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26), yaitu:
a. Teori Asuransi
      Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan 
     Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ni meskipun masih beraku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.
c. Teori Daya Pikul

     Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si Wajib Pajak ( individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen  Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum).
d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

     Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus memnayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

     Kelemahan teori ini adalah Negara bias menjadi ptoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

e. Teori Daya Beli

      Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan “pompa” yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yakni fungsi mengatur.

 Dengan adanya asas-asas dan teori-teori yang mendukung dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, serta dasar hukum mengenai perpajakan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai dasar perpajakan pada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahami esensi yang terkandung dalam pemungutan pajak itu sendiri.
5. Stelsel Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan dikenal 3 macam stelsel pajak Menurut Erly Suandy (2011:29) yaitu:
a. Stelsel Nyata

     Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak , karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

b. Stelsel Fiktif

     Stelsel fiktif disebut juga stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada  suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

c. Stelsel Campuran

     Kombinasi antara stelsel nayata dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak penghitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak angsuran pajak (PPh Pasal 25) berdasarkan besarnya pajak yang terhutan pada Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak (PPh Pasal 29) dalam jangka waktu yang telah ditentukan(Erly Suandy, 2011: 30). Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah tanggal 31 maret setelah berakhirnya tahun pajak.
6. Cara Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga macam cara yang bisa dilakukan menurut Erly Suandy (2011:39) yaitu:
a. Asas Domisili

     Dalam asa ini pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

b. Asas Sumber

     Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber  pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asa ini, Negara menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaan

     Dalam asas kebangsaan (nationaliteit) ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib pajak yang bersangkutan.

Dari ketiga cara pemungutan tersebut, Indonesia menganut asas domisili, hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang dimaksud dengan penghasilan adalah: “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Tetapi untuk Wajib Pajak Luar Negeri menganut asa sumber, sehingga setiap Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.
7. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain:

a. Official Assesment System
     Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus

2) Wajib pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.  Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak.

c. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut Self Assesment System, hal ini tertuang dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut With Holding System, hal ini dikarenakan asumsi Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak ini hanya membuang waktu dan juga kurang pahamnya Wajib Pajak untuk melakukan Self Assesment sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.
8. Pengertian Pajak Penghasilan

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang memiliki pendapatan terbesar, hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta orang dan perusahaan yang ada baik perusahaan lokal maupun perusahaan luar yang mencapai 17.000 perusahaan. Angka tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pos Pajak mana yang memperoleh pemasukan paling besar. Adapun pengertian pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2000 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
Adapun pengertian lain Pajak Penghasilan menurut Erly Suandy (2011:43) “PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.”
9. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan
Secara umum pengertian subjek pajak menurut Erly Suandy (2011:43) adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Orang Pribadi
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang Pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (non discrimination).
b. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi hal-hal berikut ini:
1) Perseroan Terbatas

2) Perseroan Komanditer

3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun

4) Persekutuan

5) Perseroan atau perkumpulan lainnya

6) Firma

7) Kongsi

8) Perkumpulan Koperasi

9) Yayasan

10)  Lembaga

11)  Dana Pensiun

12)  Bentuk Usaha Tetap

13)  Bentuk Usaha Lainnya
Dari uraian di atas terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai               subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. 

d. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa antara lain sebagai berikut:

1) Tempat kedudukan manajemen.
2) Cabang perusahaan.
3) Kantor perwakilan.
4) Gedung kantor.
5) Pabrik.
6) Bengkel.
7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eskplorasi pertambangan.
8) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
9) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
10)  Gudang.
11)  Ruang untuk promosi atau penjualan.
12)  Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
13)  Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu    12 (dua belas) bulan.
14)  Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
15)   Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan    tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.
16)   Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,                atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
10. Jenis Subjek Pajak
Sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri atas 2 (dua) jenis, adalah sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek pajak yang secara fisuk memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, namun bias jadi setelahnya. Di samping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tinggal di Indonesia, namun bias jadi secara tidak kontinyu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
b. Subjek Pajak Luar Negeri
Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapun puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau pun berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
11. Pengertian Wajib Pajak
Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu: “Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”
Untuk menjamin pemberian kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam suatu Hukum Pajak Formal.

Menurut Munawir (2003:7) Kewajiban-kewajiban Wajib Pajak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
1. Wajib mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP sebagai tanda atau identitas diri Wajib Pajak.

2. Wajib membayar Pajak.

3. Wajib melakukan [emotongan /pemungutan atas PPh Pasal 21 Karyawan.

4. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

5. Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang).

6. Wajib memberikan keterangan kepada aparatur pajak saat pemeriksaan dalam hal:

a. Memperlihatkan dan / atau meinjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan uang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
d. Meniadakan kewajiban untuk merahasikan.
12. Objek Pajak
Untuk melakukan pemungutan pajak, pemerintah memberikan batasan-batasan pada objek pajak, terutama objek pajak yang terdapat pada Pajak Penghasilan. Hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pengasilan dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan penegasan mengenai objek Pajak Penghasilan yaitu Penghasilan. Adapun pengertian Penghasilan menurut Undang-Undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentu apapun.
Menurut Erly Suandy (2011:53) penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu “Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

b. Penghasilan dari modal.

c. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.”
Adapun objek pajak penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1, yaitu:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
c. Laba usaha.
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jamunan pengembalian hutang.
7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari deviden perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha operasi.
8) Royalty.
9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12) Kentungan karena selisih kurs mata uang asing.
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
15) Premi asuransi.
16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
B. Pengertian Laporan Keuangan
Untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, suatu perusahaan memerlukan laporan keuangan yang nantinya digunakan sebagai referensi untuk perhitungan pajak. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:201), laporan keuangan adalah “output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan bahan dalam proses pengambilan keputusan”. Dalam perpajakan, laporan keuangan terbagi menjadi 2 jenis yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial
Adapun pengertian laporan keuangan komersial menurut Erly Suandy (2001:89): “Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.”
2. Pengertian Laporan Keuangan Fiskal
Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu pada laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK IFRS yang nantinya akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan, sehingga dibutuhkan koreksi fiskal, pengertian koreksi fiskal menurut Erly Suandy (2006:90) “Koreksi Fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan pertimbangan yang mendasarai penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijaksanaan perpajakan menghasilkan angka laba yang berbeda.”
Dengan kata lain koreksi fiskal terjadi lantaran adanya perbedaan peraturan perpajakan dan akuntansi, salah satu perbedaan tersebut yaitu dalam hal biaya atau pengeluaran yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu deductible dan non-deductible. 
3. Pengertian Deductible Expense
Deductible Expense menurut Siti Resmi (2011:92) yaitu “biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak”. Berdasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang atau pembebasanutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu.
d) Syarat pada huruf (c) tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil

      yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Pengertian Non-Deductible Expense
Sedangkan pengertian Non-Deductible Expense menurut Siti Resmi (2011:114) adalah “pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran”. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggotanya.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diwguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak Bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I samapi dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya-biaya tersebut dikelompokan menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan waktu (timming differences). 
5. Pengertian Beda Tetap
Menurut Siti Resmi (2011:373) perbedaan tetap terjadi karena “transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal”.

6. Pengertian Beda Waktu
Adapun pengertian perbedaan waktu menurut Siti Resmi (2011:373) terjadi karena “perbedaan waktu pengakuan  pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya”.
Dengan adanya penggolongan biaya berupa deductible dan non-deductible, maka dapat diketahui biaya (pengeluaran) mana saja yang boleh dan yang tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan fiskal. Selain itu pengelompokan biaya menjadi perbedaan waktu dan perbedaan tetap memberikan penjelasan mengenai pengakuan biaya menurut peraturan fiskal perpajakan.
Apabila sudah diketahui biaya-biaya mana saja yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, maka koreksi fiskal dapat digolongkan menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. 
7. Koreksi Fiskal Positif
Menurut Siti Resmi (2011:375) koreksi fiskal positif terjadi apabila, Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi
8. Koreksi Fiskal Negatif
Sedangkan koreksi fiskal negative menurut Siti Resmi (2011:356) terjadi apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi

3. Suatu pendapatan telah dikenankan pajak penghasilan bersifat final.
Berikut adalah format koreksi fiskal:

Wajib Pajak X

Rekonsiliasi Fiskal

Tahun 20xx

Laba Bersih (menurut akuntansi komersial)

Koreksi Positif

-






xx

-






xx

-






xx

Total koreksi positif





xx (+)

Koreksi Negatif

-






xx

-






xx

Total koreksi negatif





xx (-)

Laba (penghasilan) kena pajak




xx

(menurut fiskal)

Setelah melalui serangkaian koreksi seperti di atas maka muncul laporang keuangan fiskal dimana menurut Erly Suandy (2001:86) adalah “Laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kerperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.”
C. Tax Review
1. Pengertian Tax Review

Untuk menghindari kesalahan baik dalam penghitungan, pemberitahuan, pelaporan, maupun pengisian SPT, maka perlu adanya pemeriksaan dari pihak perusahaan yaitu Tax Review. Adapun pemahaman mengenai Tax Review seperti yang dijelaskan oleh Erly Suandy (2011:136) yaitu “Tax Review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut baik cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (tax compliance) yang telah dilakukan.”
Pada dasarnya tax review merupakan tax audit, yang membedakan adalah pelaksanaannya. Pada tax review yang melaksanakan adalah pihak internal perusahaan, sedang yang melaksanakan tax audit adalah fiskus. Dalam pelaksanaanya, pihak yang melakukan tax review akan melakukan identifikasi semua aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan termasuk hak dan kewajiban yang ada di dalamnya.
Selanjutnya dilakukan review atas kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan. Dari kedua hal tersebut akan diketahui posisi perusahaan dalam masalah kepatuhan pajak, apakah perusahan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (full comply), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (under comply) atau telah terjadi pemenuhan kewajiban yang berlebih (over comply).
Tax review mencakup aspek perpajakan yang ada di perusahaan, penelitian ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh badan menggambarkan aspek perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan. Hasil tax review berupa laporan dan presentasi yang didalamnya terdiri dari estimasi atau terjadinya kemungkinan tax exposure berupa sanksi administrasi, denda, dan kenaikan yang jumlahnya tidak terlalu signifikan dengan pemeriksaan.
2. Tujuan Tax Review
Disamping sebagai alat untuk menilai tax compliance, tax review juga merupakan strategi dalam meminimalkan beban pajak dengan cara memperkecil kemungkinan pemeriksaan pajak oleh fiskus dan meminimalkan sanksi perpajakan. Ada banyak contoh nyata yang membuktikan bahwa nyaris setiap pembayar pajak ternyata under comply di hadapan aturan perpajakan.
Tax Review, dilakukan salah satunya untuk memperkecil resiko itu. Apa yang dilakukan dalam suatu tax review, kurang lebih adalah proses-proses assessment terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakan. Artinya, sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan, pembayar pajak sendirilah yang sudah harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pajak-nya terhadap diri sendiri. (Indonesian Tax Review, 2004)
Dengan melakukan tax review, banyak hal yang bisa diperbaiki sebelum terlambat (sebelum terjadi pemeriksaan). Tax review sendiri sebenarnya sudah dianjurkan oleh ketentuan perpajakan kita. Hal ini tersirat dari bunyi Pasal 8 ayat (1) UU KUP, yaitu “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan terulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.”
Harapan yang ingin dicapai dengan pemenuhan tax compliance adalah pengendalian beban pajak perusahaan, tujuan dari tax review adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Hasil tax review dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk menyusun SPT Tahunan PPh badan.

3. Hasil tax review dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Prosedur Tax Review
Tax Review berkaitan erat dengan pemeriksaan pajak (tax audit). Pemeriksaan pajak merupakan manifestasi dari adanya upaya pemberdayaan terhadap Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak. Untuk menghindari terjadinya kemungkinan tax exposure berupa sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak dan tax compliance, Wajib Pajak dapat melakukan tax review untuk menelaah seluruh kewajiban perpajakannya.
Menurut Melissa (2006) “Prosedur tax review adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi kewajiban dan procedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Mengevaluasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan 1771.
c. Upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.”
4. Surat Pemberitahuan
Surat pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak bulanan atau tahunan. Dalam SPT terdapat data mengenai besaran pajak dalam bulanan maupun tahunan, bagi fiskus SPT merupakan alat untuk menguji ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun dasar hukum dari Surat Pemberitahuan yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1), (1a), dan (1b) UU KUP.
a.  Pengertian Surat Pemberitahuan
Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Erly Suandy (2011:154) adalah “surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran objek pajak  atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
b. Fungsi Surat Pemberitahuan
Fungsi dari Surat Pemberitahuan menurut Muhammad Zein (2003:68) yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan berguna untuk melaporkan tentang:

1) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atua pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atu bukan objek pajak.
3) Harta dan kewajiban.
4) Pembayaran dari pemotog atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPT memiliki kaitan erat dengan pemeriksaan pajak karena SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporakan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak selama periode tertentu dan merupakan wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja Perusahaan. Suatu SPT dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap bila:

1) SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai.
2) SPT induk ditandatangai oleh kuasa WP tetapi tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3) SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir Baku sebagimana ditetapkan pada lampiran V.1. atau V.2 atau V.3 pada surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-49/PJ/2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
4) SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran yang disayaratkan sebagaimana pada lampiran V.1. atau V.2. atau V.2.a atau V.2.b atau V.3 atau V.3.a atau V.3.b pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunana pajak penghasilan. (Indonesian Tax Review, 2006).
c. Petunjuk Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyanpaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya.

2) SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atua orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

3) SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaiman diterapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang bentuk dan isi SPT serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, dan Keputusan Direktur  Jenderal Pajak Nomor Kep-214/PJ./2001 tentang keterangan dan dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT.

4) Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyamapaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5) Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercarat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atua jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-518/PJ./2001.

6) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketuga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran seampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

7) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).

8) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan (PPh) Pasal 29 paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-325/PJ./2001 tentang tata cara pemberian angsuran/penundaan pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala  KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut.

9) Direktur Jendral Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenani penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

10) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana jurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tahunan dan atau keterang yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun tata cara dalam penyusunan SPT PPh Badan yaitu sebagai berikut:

1) Mengisi formulir SPT 1771
2) Mengisi formulir SPT 1771-I

3) Mengisi formulir SPT 1771-II

4) Mengisi formulir SPT 1771-III

5) Mengisi formulir SPT 1771-IV

6) Mengisi formulir SPT 1771-V

7) Mengisi formulir SPT 1771-VI

8) Mengisi formulir SPT Induk

9) Mengisi Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
5. Surat Setoran Pajak
Untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak harus mengisi form Surat Setoran Pajak terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nominal pembayaran pada SSP harus sama dengan nominal pembayaran di SPT, adapun pengertian SSP menurut Siti Resmi (2011:18) adalah “bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yangditunjuk oleh Menteri Keuangan.”
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